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PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL 

Eddy Martino Putralie • 

Mirza Nasution .. 
Ari( .. 

ABSTRAK 

Pasar modal adalah lembaga tempat bertemunya dua pihak dimana pihak 
pertama sebagai perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar melakukan 
penawaran dan penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat sebagai 
investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut 
merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. 

alam penelitian ini akan diteliti beberapa masalah sebagai berikut, pertama, 
bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, kedua, 
bagaimanakah peranan Bapepam LK dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam 
melindungi Investor di pasar Modal, ketiga, bagaimanakah prinsip keterbukaan pasar 
modal dapat menjamin investor di pasar modal. 

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal merupakan 
penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada 
bidang Hukum Pasar Modal yang dapat memberikan kejelasan mengenai Perlindungan 
Hukum Investor di Pasar Modal. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
analitif. Studi kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data-data berupa 

eraturan perundang undangan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Bapepam LK berupa peraturan Bapepam LK yang terkait dengan masalah Perlindungan 
lnvesor di Pasar Modal. Analisa data yang akan dilakukan secara kualitatif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 
T -'-ntang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di 

sia telah memberikan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan 
egiatan di pasar modal serta perlindungan bagi investor. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

bagi investor adalah keharusan ditetapkannya prinsi full and fair 
disclosure atau transparansi. Prinsip keterbukaan /full disclosure (pengungkapan penuh) 
merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut 

keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh 
asyarakat umum. Tindakan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi 

�epada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan 
ang . bersangkutan. Undang-undang pasar modal mengatur kedudukan dan fungsi 
apepam secara multi formasi, yaitu pengaturan umum, pengaturan terperinci, dan 
ngaturan sporadis. Selain itu Bapepam LK juga berfungsi sebagai Lembaga 

emeriksa dan sebagai Lembaga Penyidik. Perinsip keterbukaan berfungsi untuk 

� tahasiswa PPs Hukum UMA 

• • imbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA 
• • · mbimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA 

lembaga tempat bertemunya pihak 
perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar melakukan 

penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat sebagai 
membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut 

penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar 
ini akan diteliti beberapa masalah sebagai berikut, pertama, 

bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, 
peranan Bapepam LK dalam menjalankan fungsi pengawasan 

di pasar Modal, ketiga, bagaimanakah prinsip keterbukaan 
menjamin investor di pasar modal. 

mengenai Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal merupakan 
normatif yang ditujukan untuk menemukan aturan-aturan hukum 

Modal yang dapat memberikan kejelasan mengenai Perlindungan 
Pasar Modal. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data-data 
undangan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

peraturan Bapepam LK yang terkait dengan masalah Perlindungan 
Modal. Analisa data yang akan dilakukan secara kualitatif. 

menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 
yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di 

memberikan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan 
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melimelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Selanjutnya perinsip keterbukaan 
berfungsi untuk menciptaka mekanismepasar yang efisien dan perinsip keterbukaan 
pentin untukmencegah penipuan (fraud). Selanjutnya disarankan didirikan sebuah 
organisasi yang melakukan pengawasan atas organisasi yang ada di Pasar Modal. 
Organjsasi sebagai organisasi swadaya masyarakat yang memberikan masukan untuk 
terjadinya prjalanan perusahaan sesuai Undang - undang .Lembaga ini akan mengawasi 
pihak - pihak tidak menggunakan kekuwasaannya untuk kepentingannya dengan 
perlindung dibawah lembaga Bursa dan sebagainya. Adanya pendidikan pasar modal 
yang merupakan kewajiban para pihak untuk bertindak sesuai hukum. Adanya 
sosialisasi hukum sehingga semua pihak memahami hukum dipasar modal. 

Kata Kunci: 

Perlindungan Hukum 
Investor 
PasarModal 

Perlindungan Hukum 
Investor 
PasarModal 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LATARBELAKANG 

Hukum dan investasi adalah ibarat sekeping mata uang yang tak 

terpisahkan, hukum adalah perangkat yang mengatur semua hal kehidupan masyarakat 

ang termasuk salah satunya investasi. Salah satu mazhab penting dalam "teori 

nansiaI" mencoba mengaitkan sistem hukum dengan prilaku investasi. 1 

Sebuah artikel berjudul Law and Finance dalam The Jornal of Political 

onomy ( Vol 106, No 6, Th 1998 ) menjadi salah satu karya klasik yang ditulis dari 

il penelitian Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer ( dari 

niversitas Harfard ) dan Robert W Visning ( dari Universitas Chicago ). Dalam hasil 

nelitian tersebut dikatakan, Negara dengan sistem Common-Law ( Inggris dan 

erika ) memiliki perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor. Sementara 

a dengan sistem Civil-Law ( Perancis, Jerman, dan sekandi navia) yang bersumber 

sistem hukum Romawi ( Roman-Law) ada perlindungan hukum yang bervariasi. 

-negara yang berbasis French-civil-Law memiliki perlindungan hukum paling 

, sementara negara-negara dengan sistem Scandinavian-civil-Law dan Germany 

· -Lmv ada pada posisi moderat sementara itu konsentrasi kepemilikan di aneka 

publik berhubungan secara negatif dengan pelindungan investor. Semakin 

1 fra.setyantoko kompas. comlkompas�cetak/ 04121101opini/1429157.htm Hukum dan Perilaku 

mengaitkan sistem hukum dengan prilaku investasi. 1 

artikel berjudul Law and Finance dalam The Jornal of 

106, No 6, Th 1998 ) menjadi salah satu karya klasik yang ditulis 

Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer 

) dan Robert W Visning ( dari Universitas Chicago ). Dalam 

dikatakan, Negara dengan sistem Common-Law ( Inggris 

perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor. Sementara 

sistem Civil-Law ( Perancis, Jerman, dan sekandi navia) yang bersumber 

Romawi ( Roman-Law) ada perlindungan hukum yang bervariasi. 

yang berbasis French-civil-Law memiliki perlindungan hukum 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

kepemilikan, kepentingan investor semakin berpotensi dimanipulasi. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan hasil penelitian yang menjadi antitesis dari tesis klasik Adolf A 

Berle dan Gardiner C Means (1932) tentang pemisahan antara kepemilikan 

(ownership) dan kontrol terhadap modal dalam sistem korporasi modem. La Porta 

dan kawan-kawan menunjukkan kecenderungan sebaliknya, sistem kepemilikan 

kian terpusat pada para pemegang saham mayoritas, sekaligus menandai kaburnya 

pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan.2 

Faktor yang utama bagi hukum dalam pengaturan ekonomi untuk dapat 

berperan adalah apakah hukum mampu menciptakan "stability", "predictability" 

dan "fairness". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa 

saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi 

hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang 

saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan 

(predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting 

bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki 

imbungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. 

Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar po la tingkah 

laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah 

birokrasi yang berlebihan.3 

uatu pasar modal dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 

agai berikut : 4 

2 ibid 
3 Lubis, T. Mulya, ed. 1986, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara 

bang. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 
4 www.kampus.4mg.com, "lnformasi Mengenai Saham", hal. 1 

antara pemilik dan pengelola perusahaan.2 

yang utama bagi hukum dalam pengaturan ekonomi untuk 

adalah apakah hukum mampu menciptakan "stability", "predictability" 

airness". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi 

berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah 

menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan 

bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan 

(predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya 

yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali 

ungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. 
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